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KELOMPOK BERMAIN (KB) ARROHMAH
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HABUPATEN MAJALENGHA

bahwa Derdasarkan Surat Permohonan beseda lampémnnya dar Saudara Dedi tanggal 09
Desember 2021 Perbal Permobonan Perpanjangan Tzin Operasional dan  berdasarkan
Rexorendas Dinas Pendidikan Nomaor. PRD4/57 7/ Bid. PALID dan Dikmas tanogal 16 Februan
2022 Kedampok Benmain (KB} ARRCHMAH dinyatakan memenuhi syarst untuk menvelengarakan
Kelompok Bermain (KB);

Salnwya bendasarkan perimbangan sebagairmana hurf a dan sesual dengan ketentuan: pasal 62
Undang-Undang  Momor 201 Tahun 2003 tentang sistern Pendidikan Nasional dipandang peru
diterbitkan 1zin Penyelenggaraan Pendiddan Anak Usla Kelompok Bernain (KB)  ARRGHMAH
yang ditetapkan dengan kepuhissan Kepala Dinas Penanarman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Fintu Kabupaten Majalenglka.

Undang-Lindang Nomar 14 Tabun 1950 temtang Pembeniukan Daerah-daeral Kabunaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat {Berta Negarg Republik Indonesia Tahun 19500 sobagaimana
telah disbah dengary L Womor 4 Tahun 1968 testang Permberdukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten n mengubah Undangndang Nomor 14 Tahun 1950
lentang  Pembentukan Daersh—Daerah Kabupeten dalam Lingkungan Provinsl Jawa  Barat
(Lembaran Negara Republlkc Indone<ia Tatwn 1968 Nomor 31, Tambehan Lembaran Menara
Repubdik Indonesia Nomor 2851);

LIngk Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pendidiian Nasional (Lembaran Negam
_Indonesia Tahun 2003 'Nomor 758 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Normor 4301);

Nomor 32 Tahum 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Megam
. % Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 T, Lembaran Negarz Reoubiik Indonesia
Nomee 4437 | sshagamand telzh beberapa kall dubah terakhir dengan Undang—U Nomos
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomoe 32 Tahun teritang
Pemenintzhan Dagrah [LembaraniNeggrs Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Fepubiik [ndonesia Nomar 4544);

Undang-Undang Nomor-33 Tahun 2008 tentang . Pedmbangan . Keuangan Artara- Pusat dan
Pemenintzh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 -Nomor 126 Tambahan
‘embaran MNegara Republik Indooesia Nomor 4435);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pencidikan  (Lembaran
Megara R ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembasan Megara Republik
Inklonesia. Nomaor 4496, Sebagaimana ditbah; dengan Peraturan, Pam#%a

Tahun 2005 Tentang Standar Masional Pendidikan (Lembaran. Negara Republil Indonesia Tahun
2013 Nemnor 71 Lemibaran Negarg Republik Tndonesia Nomor 54107;

Poraturan Pemesinteh. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unesan’ Pemerniah Antara
Pernerintah, Pemennah Provins! dan Pemérintah Kabupaten Kota  (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2007 Nomor 48 Fambahan Lembarn Negaa Fteq:m[:ﬂik Indonesia- Nomor 47500;

Peraturan Pemerntal Nomor 41 Tah 2007 tenEnggﬂ_rrgmlsag Perangkat Daerah  (Lembaran
Megara Republl Indonesia Tahim' 2007 Nomor ambahan Lembaran Meoara ResubiEk
Indonesia Nomor 47500,

Peraturan Pemerintah Nomes 48 Tahon 2008 tentang Pendanaan Pendidikan {Lembaran Negara
F?jcpu:ulik Sﬂ?}:‘ﬁm Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Maomaor 4864); <

Poraturan  Pemerintah  Momor 17 Tahum 2010 entang Pengeldaan dan  Penyelenaaraan
Pendidikan  (Tambahzn Lembaran Megara  Republk [ndonesia  Tahun 2010 Homor  23)
sebagaimana telah diubah dengan Peratumn Permerinatah Momor &6 @hun 2010 tentang
Perubahan Atas Pemeriniah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan { Lemisamn Nagara Republik Tndonesia =hun 2010 Momaor 112, Tambahan Lembaran
Medara Republik Indonesia Momeor 5157

Peraturan Menterd Pendidikan Nasional Republk Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Pendidian Usia Dini; '
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebodayaan Republik Indonesia Momor B1 Tahun 2013
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12, Pestren Deerah ¥abupaten Maplencka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pomerintah

Daerah Kabupatsn Majzlengks (Lembaran Daerah Kabupaten Majslengka Tahun 2008 Nomor 2
Tambahan Lemibsren Deeran Nomor 1); ;

- Persturan [Daerah Kabupaten Majslengka Nomor 4 Tabun 7012 tentang Penyelenogaraan
Perizinan di Kabupaten Majalengka {Lembaran Daersh Kabupsten Majalengka Tahun 2013 Nomor

14, Persturan Daerah Kabupaten Majalengka Momor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomar 14 Tehun 2016 tentang Pembentisan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengha.

1%, Peraturan  Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan

ﬁlar_ﬁ FI'4CH'I Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pirky Kaboepaten
ajalengka.

MEMUTLUSKAN :

Memberikan 1zin Penyelenggaraan Pendidikan Lisia Dini Kepada:

Nama Kelompok Bermain (KB) - ARROHMAH

Alamat Blok Kamis RT 002 RW 002 Desa
Sindanghurip Kecamatan Bantarujog
Kabupaten Majalengka
Dengan Ketentuan sehagai Berikut: _
1. Menggunakan Kurkulum dan Metods® Belajar yang sesuai dengan lujuan Pendidikan
Masional;
4. Mentaali Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten
Majzlengka
4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatmya 30 (Tiga Puluh) harl Sebelum
Berakhirmya masa 1zir

Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATL berlaku sslama 3 (Tiga) Tahun.

Lengan berlakunya Keputusan i, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka Namor 45 Tahbun 2017 Tapggal 30 Oktober 2017 dicabut dan dinyaktakan tidak
berlakil.

Keputusan ini Berlaku 3 (Tigz) Tak
kemudian hari terdapat kekelinan
atau perubahan sebagaimana me
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m sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
atau kesalahan dit dalamaya akan diadakan parbaika

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal |4 Marer 2022
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